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Tinjauan Hukum Skema Crowdfunding Dalam Pembiayaan Program Fiber To The
Home Pada Badan Usaha Milik Desa

I.  Pendahuluan

Teknologi memudahkan masyarakat mengakses informasi, namun banyak yang
kurang memaksimalkan perkembangan tersebut sehingga crowdfunding masih kurang
dikenal di Indonesia. Crowdfunding merupakan salah satu cara untuk mengatasi
permasalahan permodalan dalam mengembangkan sebuah usaha.[1] Konsep
crowdfunding ini unik karena dilakukan melalui situs internet menggunakan sosial
media. OJK telah memperkenalkan Securities Crowdfunding untuk memudahkan
UMKM dalam menggalang dana dan menarik investor. Terhitung hingga Rp 74 triliun
dari seluruh jumlah pembiayaan proyek pemerintah yang digunakan oleh 160.000
UMKM di Indonesia dengan menggunakan platform digital. Hal ini seperti pada PT
Angel Investor Indonesia, platform investasi crowdfunding yang telah disetujui oleh
OJK dengan menghubungkan investor dengan pemilik UMKM atau startup.

Peraturan yang berkaitan dengan crowdfunding di Indonesia dapat dilihat pada
POJK No 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham
Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran
Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Pada pasal 7 No
37/POJK.04/2018 dan pasal 5 POJK No 57/POJK.04/2020 menjelaskan layanan urun
dana ini dapat dilakukan apabila mendapat izin dari OJK. Hal tersebut berarti bahwa
crowdfunding dapat dilakukan di Indonesia. Crowdfunding dapat meningkatkan
perekonomian dengan mengatasi persoalan permodalan yang biasanya dilakukan oleh
lembaga sosial, UMKM, atau perusahaan. Pada penelitian ini, BUMDes yang berada
dalam naungan desa dapat melakukan program crowdfunding sesuai undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut peraturan tersebut, tujuan adanya
BUMDes untuk melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa.[2]
Pembangunan tersebut seperti halnya dengan pengadaan jaringan WiFi atau Fiber To
The Home.

Kondisi penelitian saat ini masih berfokus pada crowdfunding untuk UMKM
atau startup. Internet pada penelitian sebelumnya dijelaskan sebagai komponen yang
tidak terpisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi.[3] Salah satu cara
mempermudah pertukaran informasi dengan pemanfaatan jaringan WiFi untuk
memperoleh informasi yang positif. Masuknya jaringan teknologi informasi dan
komunikasi masih belum merata diberbagai daerah.[4] Dalam hal ini, pemanfaatan
WiFi dapat dipermudah dengan adanya program crowdfunding. Crowdfunding
merupakan perkembangan dari teknologi yang ada, sehingga konsepnya didasarkan
pada penggalangan dana berjumlah banyak atau sedikit untuk peningkatan modal.

Pada masa pandemic COVID-19 merubah pola konsumsi masyarakat.
Masyarakat cenderung merubah pola konsumsi yang awalnya dilakukan secara
konvensional menjadi online.[5] Masyarakat cenderung berbelanja melalui berbagai e-
commerce untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan jaringan internet yang
mewadahi. Dalam hal ini, BUMDes dapat menjadikan crowdfunding sebagai solusi



apabila terdapat kenaikan pelanggan yang membutuhkan jaringan baru. BUMDes
merupakan usaha milik desa dengan modal dan pengelolaan oleh pemerintah desa serta
masyarakat.[6] Pengelolaan dan pembangunan ini untuk meningkatkan taraf ekonomi
masyarakat desa. BUMDes dapat dijadikan sebagai alternatif dalam memberdayakan
perekonomian desa. Peran pemerintah juga penting dalam mengakomodasi potensi dan
juga pemenuhan kebutuhan masyarakat desa melalui BUMDes.[7]

Pada penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum BUMDes dalam upaya
crowdfunding permodalan pemasangan WiFi. Beberapa penelitian terdahulu banyak
yang mengkaji tentang crowdfunding yang dilakukan oleh UMKM atau bahkan
lembaga sosial dalam penggalangan dana. Penelitian sebelumnya juga terfokus pada
crowdfunding yang dilakukan secara online seperti media sosial. Pada penelitian ini
berfokus pada BUMDes yang dapat melakukan pengadaan jaringan internet dengan
menggunakan WiFi. Jaringan internet mempermudah masyarakat dalam penyebaran
informasi.[8] BUMDes melakukan hal tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Crowdfunding dapat dipilih olen BUMDes sebagai solusi untuk
membangun jaringan internet baru yang mampu menampung peningkatan konsumen
WiFi.

Rumusan Masalah :

Bagaimana penerapan solusi crowdfunding dalam pembiayaan program Fiber To The
Home BUMDes di Desa Seduri?

Pertanyaan penelitian:

Apakah boleh jika BUMDes melakukan program crowdfunding?

Kategori SDGs : Sesuai dengan kategori SDGs 17 https://sdgs.un.org/goals/goal17
Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dalam
penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menelaah peraturan yang bersangkut paut
dengan crowdfunding dan BUMDes. Pada pembahasan ini, terdapat beberapa peraturan
yang relevan yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan
Barang, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No.
29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, POJK No
37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis
Teknologi Informasi dan POJK No 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui
Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Metode penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dan penafsiran sistematis untuk menghasilkan
kesimpulan umum sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan
studi pustaka dari data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, atau lainnya yang
relevan dengan pembahasan.
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